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2.

D.

Sejauh manakah pelaksanaan Otonomi Desa di desa-desa di Kecamatan Batang

Kuis Kabupaten Deli Serdang?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan demikian, dari perumusan masalah diatas dapat diketahui bahwa tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pemahaman pemerintahan desa terhadap
Otonomi Desa dan pengaruhnya terhadap partipasi masyarakat dalam
pembangunan desa.

2. pfituk mengetahui peranan lembaga masyarakat dalam pembangunan desa.

3. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan Otonomi Desa di
desa-desa di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai :

L. Untuk masukan bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Deli
Serdang khususnya bagi Pemerintahan Kecamatan Batang Kuis dalam
pelaksanaan otonomi Desa sebagai Pembina dan Pengawas.

p. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan desa dalam pelaksanaan Otonomi
Desa.

3; Sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi peneliti yang berhubungan
dengan masalah Otonomi Desa khﬁs;ﬁsnya bagi pelaksanaan Otonomi Desa.

E. Kerangka Pemikiran
Sebagaimana diketahui bahwa Otonomi Desa adalah kewenangan desa dalam
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mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Sehingga Otonomi Desa diharapkan
dapat memacu percepatan Pembangunan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa.

Otonomi desa ditandai dengan adanya kewenangan desa yang diberikan secara luas,
penyelenggara pemerintahan desa yang melibatkan elemen masyarakat melalui Badan
Permusyawaratan Desa dan adanya Lembaga Kemasyarakatan sebagai pendorong
partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor
32 tahun 2004, yang merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat
(1) “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah
provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan
kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”

Secara khusus, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengisyaratkan tentang
keberadaan desa yang terdapat pada pasal 18 B, ayat (2) “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisional
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia”

Desa yang selama ini dipandang sebagai lumbung bahan mentah, dan tenaga kerja
yang potensial akan tetapi dianggap sebagai tempat bermukimnya “masyarakat miskin”,
membuat desa tidak lagi menjadi minat bagi masyarakat untuk bertempat tinggal dan
berusaha, yang pada akhirnya masyarakat desa banyak yang berpindah (urban) kekota
karena desa mereka bertempat tinggal tidak dapat menjanjikan kesejahteraan.

Untuk itu pelaksanaan otonomi desa yang diharapkan dapat memotivasi dan

memberdayakan masyarakat desa agar dapat terlaksana dengan baik. Permasalahan yang
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timbul dengan keadaan tersebut adalah siap tidaknya masyarakat desa menerima
perubahan tersebut, karena pelaksanaan otonomi desa tidaklah semudah
menyebutnya. Dari uraian diatas dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran, yaitu *
kesiapan dan pemahaman Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan otonomi desa”.
Untuk itu diperlukan kajian dan penelitian guna mencari kelemahan serta mempola
bentuk pelaksanaan otonomi desa.

Untuk melaksanakan otonomi desa, maka segenap potensi desa baik berupa
kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dapat
dioptimalkan. Untuk itu, tahap awal ketiga potensi tersebut perlu diidentifikasi
terlebih dahulu baik kuantitas maupun kualitas.

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang
Pemerintahan Desa sebagai pedoman. Didalam peraturan pemerintah ini sangat jelas
diatur tentang kewenagan pemerintahan desa.

Dengan mengacu kepada peraturan pemerintah tersebut, peneliti menjadikan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tersebut sebagai indikator dalam
pelaksanaan otonomi desa. Indikator yang dimaksud adalah :

Pemerintah Desa ( Kepala Desa dan Perangkat Desa)
Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa

Keuangan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa
Kerjasama Desa

SO L e b =

Indikator diatas merupakan alat untuk mempercepat ketertinggalan
pembangunan di desa. Secara khusus, peranan Lembaga Kemasyarakatan merupakan
faktor pendukung yang sangat penting dalam peningkatan Sumber Daya Manusia,

maka diperlukan cara-cara pendekatan yang dapat mewadahi seluruh komponen
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Desa di Indonesia

Desa, atau sebutan-sebuatan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada
awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah,
dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya
sendiri. Inilah yang disebut dengan self-governing community. Sebutan desa sebagai
kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada
umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan

hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.

Menurut pemahaman sederhana dalam sistem republik kecil, unit-unit politik
ada secara terus menerus tanpa menghiraukan masuk dan kelvarnya pemimpin-
pemimpin tertentu. Anggota-anggota unit politik tidak dilihat sebagai “saudara”, tetapi
sebagai warga. Kepemimpinan ditandai oleh adanya pejabat resmi, para spesialis, dan
dewan-dewan. Mereka dapat mendelegasikan aspek-aspek tertentu dari tanggung
jawab kepemimpinannya kepada asosiasi, atau komite, dan mereka biasanya
mempercayai bahwa dewan orang-orang merdeka, atau dewan suku atau dewan nagari
memiliki kekuasaan tertinggi dalam memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan
kepentingan umum. Dalam sistem republik beberapa ketentuan diikuti, antara lain
pemilihan atau rotasi pemimpin-pemimpin, tugas-tugas pemimpin dengan jelas
ditentukan; pemimpin-pemimpin yang gagal bisa diganti dan jabatannya terbatas;
dewan mempunyai kekuasaan tertinggi; jabatan merupakan kepercayaan masyarakat

dan pejabat adalah pelayan masyarakat (Imran Manan, 1995).

11
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Desa-desa di Jawa sebenarmnya juga menyerupai “republik kecil”, dimana
pemerintahan desa dibangun atas dasar prinsip kedaulatan rakyat. Trias politca yang
diterapkan dalam negara-bangsa modern juga diterapkan secara tradisional dalam
pemerintahan desa. Desa-desa di Jawa, mengenal lurah (kepala desa) beserta
perangkatnya sebagai badan eksekutif, Rapat Desa (rembug desa) sebagai badan
legeslatif yang memegang kekuasaan tertinggi, serta dewan Morokaki sebagai badan
Yudikatif yang bertugas dalam bidang peradilan dan terkadang memainkan peran
sebagai badan pertimbangan bagi ek.;ekutif (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984).
Proses politik didesa ditentukan oleh rapat desa secara demokratis berdasarkan
prinsip musyawarah untuk mufakat, meskipun proses itu “elitis” karena anggota
rapat desa terbatas pada para kepala keluarga (somah) minus pemuda dan
perempuan.

A. 1. Masa Kolonial

Kolonialisme tampaknya merupakan titik awal negaranisasi, eksploitasi dan
marginalisasi terhadap desa. Pemerintah Kolonial mengendalikan penduduk dan
tanah desa melalui berbagai cara, sistem wajib penyerahan hasil tanam, pungutan
pajak tanah, maupun sistem tanam paksa. Penguasa kolonial berangsur-angsur
melakukan penetrasi kedalam ekonomi dan politik desa dan akhirnya berhasil
menemukan sumber penghasilan penting, yakni tanah dan tenaga kerja pedesaan
(Frans Husken, 1998). Sejarawan Onghokham (1975) dan Breman (1979,1988)
memperlihatkan bahwa tatanan sosial ekonomi sebagian besar desa-desa di Jawa
sejak awal abad ke-19 telah memperlihatkan ciri-ciri konstruksi kolonial untuk
memutuskan hubungan vertikal yang lama antara penduduk dengan para pemimpin

desa maupun dengan para perantaranya di tingkat supra desa.
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ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam
daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Dalam bagian penjelasan dinyatakan bahwa
*Dalam territoir Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende landschappen dan
Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun
dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli,
dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”.
Selanjutnya dinyatakan juga: "Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan
daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-

daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”.

Penjelasan pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa Zelfbesturende berjumlah
sekitar 250 yang tersebesar di seluruh Indonesia. Zelfbesturende Landschappen adalah
daerah swapraja, yaitu wilayah yang dikuasai oleh raja yang mengakui kekuasaan dan
kedaulatan Pemerintah jajahan Belanda melalui perjanjian politik. Perjanjian politik ini
diwujudkan dalam satu bentuk perjanjian yang disebut dengan istilah kontrak dan
verklaring, yaitu Lange Contract atau kontrak panjang dan korte verklaring atau
pernyataan pendek.Berdasarkan kontrak atau perjanjian ini raja yang menandatangani
kontrak tersebut mengakui kekuasaan dan kedaulatan Pemerintah Jajahan Belanda
terhadap wilayah mereka. Banyak raja yang meneken kontrak itu setelah melalui
peperangan atau tekanan militer Belanda, dan banyak pula raja yang meneken kontrak
karena memperoleh kekuasaan berkat dukungan Belanda. Berdasarkan pengakuan atas
kekuasaan dan kedaulatan Pemerintah Belanda, maka Pemerintah Belanda
melimpahkan kewenangan untuk mengatur dan memerintah kepada para raja.

Kewenangan ini merupakan pemberian Pemerintah Jajahan Belanda yang sewaktu-
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waktu dapat dicabut.

Ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) merumuskan naskah
UUD 1945, keberadaan dan kekuatan daerah swapraja masih besar. Karena itu para
penyusun UUD 1945 masih perlu memasukkannya dalam UUD, meski hanya dalam
penjelasan. Perkembangan selama Revolusi kemerdekaan (1945-1950), daerah
swapraja, kecuali kesultanan Yogya dan Kadipaten Pakualaman — umumnya telah

kehilangan kedudukan hukumnya.

Untuk mengatur pemerintahan pasca 17 Agustus 1945, Badan pekerja Komite
Nasional Pusat mengeluarkan pengumuman No. 2. yang kemudian ditetapkan menjadi
UU No. 1/1945. UU ini mengatur kedudukan desa dan kekuasaan komite nasional
daerah, sebagai badan legislatif yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah. Menurut
Prof. Koentjoro Perbopranoto, undang-undang ini dapat dianggap sebagai peraturan
desentralisasi yang pertama di Republik Indonesia. Di dalamnya terlihat bahwa letak
otonomi terbawah bukanlah kecamatan melainkan desa, sebagai kesatuan masyarakat
yang berhak mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri. Desentralisasi itu hanya
sempat dilakukan sampai pada daerah tingkat II.

Karena isinya terlalu sederhana, Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 dirubah
menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun1948 Tentang Pemerintahan Daerah yang
lahir pada tanggal 10 Juli 1948. Bab 2 pasal 3 angka 1 undang-undang ini menegaskan
bahwa daerah yang dapat mengatur rumah tangganya sendiri dapat dibedakan dalam
dua jenis, yaitu daerah otonomi biasa dan daerah otonomi istimewa. Daerah-daerah ini
dibagi atas tiga tingkatan, yaitu Propinsi Kabupaten/kota besar, desakota kecil.
Sebuah skema tentang pembagian daerah-daerah dalam 3 tingkatan itu menjadi
lampiran undang-undang. Daerah istimewa adalah daerah yang mempunyai hak asal-
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usul yang di zaman sebelun RI mempunyai pemerintahan yang bersifat istimewa.
Undang-Undang No. 22 tahun 1948 menegaskan pula bahwa bentuk dan susunan serta
wewenang dan tugas pemerintah desa sebagai suatu daerah otonom yang berhak

mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri.

Pada periode Republik Indonesia Serikat (RIS), Pemerintah Negara Republik
Indonesia Timur (NIT) menetapkan suatu peraturan desentralisasi yang dinamakan
undang-undang pemerintahan daerah, Daerah Indonesia Timur, yang dikenal dengan
UU Nomor 44 tahun 1950. Mengenai tingkatan daerah otonom, menurut undang-
undang ini, tersusun atas dua atau' tiga tingkatan. Masing-masing adalah (1) Daerah;
(2) Daerah bahagian dan (3) daerah anak bahagian.

Pada bulan Juni 1956 sebuah RUU tentang pemerintahan daerah diajukan
Menteri Dalam Negeri ketika itu, Prof. Sunaryo, kepada DPR RI hasil Pemilu 1955.
Setelah melalui perdebatan dan perundingan Pemerintah dan Fraksi-fraksi dalam DPR
RI waktu itu, RUU tersebut ditérima dan disetujuai secara aklamasi. Pada tanggal 19
Januari 1957 RUU itu diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957

tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 ini berisikan mengenai pengaturan
tentang, antara lain, jumlah tingkatan daerah sebanyak-banyaknya tiga tingkatan,
kedudukan kepala daerah dan tentang pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah
Pusat. Daerah Otonom terdiri dari dua jenis, yaitu otonom biasa dan daerah swapraja.
Mengenai pembentukan daerah Tingkat III, menurut undang-undang tersebut, harus
dilakukan secara hati-hati, karena daerah itu merupakan batu dasar pertama dari
susunan negara, sehingga harus diselenggarakan secara tepat pula karena daerah itu
bertalian dengan masyarakat hukum Indonesia yang coraknya beragam, yang sulit
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sembarangan untuk dibikin menurut satu model.

Dalam rangka pembentukan daerah Tingkat III, disebutkan pula bahwa pada
dasarnya tidak akan dibentuk kesatuan kesatuan masyarakat hukum secara bikin-
bikinan tanpa berdasarkan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum seperti desa, nagari,
kampung dan lain-lain. Karena itu desapraja (sebagai daerah Tingkat III) dan sebagai
daerah otonom terbawah hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957digantikan UU

yang lain, belum dapat dilaksanakan.

Pada tanggal 5 Juli 1959 keluarlah D.ekrit Presiden, yang menyatakan ber-
lakunya kembali UUD 1945. Atas dasar dekrit ini UUDS 1950 tidak belaku lagi.
Dekrit Presiden ini mengantar Republik Indonesia ke alam demokrasi terpimpin dan
Gotong Royong. Untuk menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip demokrasi terpimpin
dan kegotong-royongan, maka pada tanggal 9 September 1959 Presiden mengeluarkan
Penpres No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah. Dari Pidato Menteri Dalam
Negeri dan Otonomi Daerah ketika menjelaskan isi Penpres No. 6/1959, dapat ditarik
kesimpulan pokok bahwa, dengan pemberlakuan Penpres No. 6/1959 terjadi pemu-

satan kekuasaan ke dalam satu garis birokrasi yang bersifat sentralistis.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara juga terbentuk atas Penpres No.
12/1959, yang antara lain menetapkan Ketetapan MPRS No. HI/MPRS/1960 tentang
Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-

1969, yang dalam beberapa bagiannya memuat Ketentuan-ketentuan tentang

Pemerintah Daerah.

Karena tuntutan itu pemerintah membentuk Panitia Negara Urusan Desen-
tralisasi dan Otonomi Daerah yang diketuai oleh R.P. Soeroso, atas dasar keputusan

presiden No.514 tahun 1960. Setelah bekerja selama dua tahun Panitia Suroso berhasil
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menyelesaikan 2 rancangan undang-undang: RUU tentang Pokok-pokok pemerintahan
daerah dan rancangan undang-undang tentang desa praja. Masing-masing menjadi
Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja.

Menurut pasal 1 UU No. 19/1965, yang dimaksud dengan desapraja adalah
kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus
rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya, dan mempunyai harta bendanya
sendiri. Dalam penjelasan dinyatakan bahwa kesatuan-kesatuan yang tercakup dalam
penjelasan UUD 1945 pasal 18, Volksgemeenschappen seperti desa di Jawa dan Bali,
Nagari di Minangkabau, Dusun dan marga di Palembang dan sebagainya, yang bukan
bekas swapraja adalah desa praja menurut undang-undang ini. Dengan demikian,
persekutuan-persekutuan masyarakat hukum yang berada dalam (bekas) daerah sw-

apraja tidak berhak atas status sebagai desa praja.

Dengan menggunakan nama desapraja, UU Nomor 19 tahun 1965 memberikan
istilah baru dengan satu nama seragam untuk menyebut keseluruhan kesatuan
masyarakat hukum yang termasuk dalam penjelasan UUD 1945 pasal 18, padahal
kesatuan masyarakat hukum di berbagai wilayah Indonesia mempunyai nama asli yang
beragam. Undang-undang ini juga memberikan dasar dan isi desapraja secara hukum
yang berarti kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya dan
berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya, dan memiliki harta

benda sendiri.

Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum lain yang tidak bersifat teritorial dan
belum mengenal otonomi seperti yang terdapat di berbagai wilayah daerah

administratif tidak dijadikan desa praja, melainkan dapat langsung dijadikan sebagai
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unit administratif dari daerah tingkat III. Penjelasan juga menyatakan bahwa desapraja
bukan merupakan satu tujuan tersendiri, melainkan hanya sebagai bentuk peralihan
untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III dalam rangka UU No.18/1965
tentang Pokok-pokok Pemerintahan daerah. Suatu saat bila tiba waktunya semua desa
praja harus ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat III dengan atau tanpa penggabungan

lebih dahulu mengingat besar kecilnya desa praja yang bersangkutan.

Alat-alat perlengkapan desapraja menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun
1965 adalah: (a) kepala desa, (b) badan musyawarah desa, (¢) Pamong desapraja, (d)
Panitera desapraja, (¢) Petugas desa praja, (f) badan pertimbangan desa praja.
Disebutkan pula bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk, kepala desapraja
adalah penyelenggara utamz‘a urusan rumah tangga desapraja dan scbagai alat
pemerintah pusat; kepala desa praja mengambil tindakan dan keputusan-keputusan
penting setelah memperoleh persetujuan badan musyawarah desapraja; kepala
desapraja tidak diberhentikan karena suatu keputusan musyawarah; dan kepala desa
praja menjadi ketua badgn musyawarah desapraja. Sedangkan anggota badan
musyawarah desapraja dipilih menurut peraturan yang ditetapkan oleh peraturan

daerah tingkat 1.

Dengan keluarnya Undang Undang Nomor 19 tahun 1965 warisan kolonial
yang sekian lama berlaku di negara Rl1, seperti IGO dan IGOB serta semua peraturan-
peraturan pelaksanaannya tidak berlaku lagi. Tetapi, UU Nomor 19 tahun 1965 ini,
tidak sempat pula dilaksanakan dibanyak daerah. Pelaksanaannya ditunda, tepatnya
dibekukan, atas dasar pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969, yaitu
Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1965, meski

dinyatakan juga bahwa pelaksanaanya efektif setelah adanya undang-undang baru yang
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menggantikannya. Namun, anehnya, Undang-undang Nomor 19 tahun 1965 sendiri
sebenarnya sudah terlebih dahulu ditangguhkan melalui intruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 29 tahun 1966. Karena itu, sejak Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 dan
Undang-undang Nomor 19 tahun 1965 berlaku, praktis apa yang dimaksudkan dengan
daerah tingkat III dan desapraja itu tidak terwujud. Secara informal pemerintahan desa

kembali diatur berdasarkan IGO dan IGOB.

A.3. Masa Orde Baru

Pembicaraan tentang Orde Baru selalu terpusat pada upaya-upaya penguatan
rezim pembangunan yang bersifat otoritarian dan sentralistik. Semua agenda, baik
pembangunan, pemerintahan daerah dan otonomi desa, bermuara pada visi, konteks

dan karakter itu. Ada tiga langkah utama yang ditempuh oleh Orde Baru untuk

mengendalikan desa, yaitu
A.3.1. Konsolidasi Politik

Posisi desa pada masa Orde Baru tidak lepas dari agenda modernisasi dan
pembangunan yang mengutamakan Trilogi: stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan.
Pada awal Orde Baru pemerintah belum berpikir tentang pemerintahan desa, apalagi
otonomi desa. Pikiran utama pemefintah terletak pada konsolidasi politik. Langkah
pertama yang ditempuh oleh Orde Baru adalah membersihkan sisa-sisa pengaruh PKI,

yang sebelumnya berakar di desa, untuk mencapai stabilitas politik.

Konsolidasi politik di aras desa yang paling menonjol adalah deparpolisasi dan
depolitisasi massa dengan kebijakan massa mengambang (floating mass) melalui
undang-undang kepartaian (UU No.3/1975). UU ini menetapkan bahwa kepengurusan

parpol dan Golkar hanya sampai pada Daerah Tingkat II. Sementara pada kecamatan

[
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prinsip ini dikhawatirkan bahwa tujuan pembangunan tidak akan tercapai. Dengan kata
lain, massa dilepaskan dari proses perumusan dan pengawasan kebijakan di tingkat
supradesa (daerah dan nasional). Paramater untuk melihat depolitisasi ini adalah
deparpolisasi, yaitu dilepaskannya massa dari afiliasi (keanggotaan) orpol di bawah
tingkat supra-lokal (kecamatan ke bawah).

Konflik aliran harus dibedakan dari konflik yang bersifat vertikal. Diantara
bentuk konflik vertikal dapat disebutkan sebagai contoh, konflik konflik antara
pemimpin dengan yang dipimpin, antara yang berkuasa dengan yang dikuasai, ataupun
antara elite dengan massa. Konflik itu sering muncul di daerah pedesaan selama ini,
yaitu sebagai salah satu efek samping dari massa mengambang. Bentuk konflik elite-
massa terjadi biasanya karena akibat dari gejala *“salah urus” dalam bidang
pembangunan (karena floating mass memang menghendaki masyarakat agar lebih
berkonsentrasi dalam bidang pembangunan). Sebagai contoh adalah kasus
penggusuran tanah rakyat oleh aparat, kasus manipulasi uang rakyat yang dilakukan

oleh sejumlah *“oknum” aparat, dan sebagainya.

A. 3.2. Pembangunan Desa

Sejak Pelita 1 pemerintah mulai melancarkan pembangunan desa yang
sasarannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan desa dari desa swadaya, menjadi
desa swakarsa dan seterusnya menjadi desa swasembada. Sejak awal juga digariskan
bahwa pembangunan desa mempunyai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.
Pertama, tujuan jangka pendek pembangunan desa adalah untuk meningkatkan taraf
penghidupan dan kehidupan rakyat khususnya di desa desa yang berarti menciptakan
situasi dan kekuatan kekuatan dan kemampuan desa dalam suatu tingkat yang lebih
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maupun melalui patronase semakin memperkaya para elite desa maupun para
tengkulak, yang pada akhimya keberadaan petani selalu menjerit karena harga produk
pertanian selalu rendah, sementara harga pupuk selalu membumbung tinggi dan asset

desa selalu dikelaola oleh pihak ketiga atau elit desa, bukan oleh masyarakat.

Proyek swasembada beras juga ikut gagal. Sungguh ironis, Indonesia sebagai
negeri agragis tetapi harus melakukan impor beras dari negeri tetangga. Berbagai
program bantuan pemerintah yang mengalir ke desa tidak secara signifikan mampu
mengangkat harkat hidup orang desa, memerangi kemiskinan desa, mencegah
urbanisasi, menyediakan lapangan pekerjaan dan lain-lain. Yang terjadi adalah
ketergantungan, konservatisme ‘dan pragmatisme orang desa terhadap bantuan
pemerintah. Dengan demikian pembangunan desa yang dilancarkan bertahun-tahun

sebenarnya mendatangkan kegagalan.

Pada saat yang sama, kolaborasi antara negara dan perusahaan multinasional
melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya alam setempat melalui berbagai skema
industrialisasi. Pengusaha HPH melakukan eksploitasi hutan, PTP menguasai kebun,
dan berbagai perusahaan multinasional menjalankan eksploitasi berbagai bentuk harta
pertambangan. Eksploitasi ini tentu mendatangkan devisa negara yang sangat besar,
membuka lapangan pekerjaan yang banyak, tetapi juga melakukan penghisapan,
pemiskinan dan marginalisasi terhadap masyarakat lokal, sekaligus mendatangkan
kerusakan lingkungan yang serius. Masyarakat di sekitar tambang umumnya tetap

miskin, ibarat ayam yang mati di lumbung padi.
Ada penjelasan empirik yang bersifat klasik menegaskan bahwa pembangunan
desa gagal karena miskinnya komitmen pemerintah, konsep hanya berada di atas

kertas, rendahnya responsivitas kebijakan dan keuangan pemerintah daerah, birokrasi
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yang bermasalah, seringnya terjadi kebocoran, implementasi yang amburadul.
Sedangkan dari sisi paradigma dan disain pembangunan yaitu pembangunan desa yang
berorientasi pada pertumbuhan dan layanan sosial, dengan disain yang sangat
teknokratis dan sentralistik, sebegitu jauh mengabaikan aspek keberlanjutan, konteks
dan kebutuhan lokal, partisipasi, penguatan kapasitas lokal, dan governance reform.
Selanjutnya, aktor utama dalam pembangunan desa hanyalah negara dan pasar, dan
masyarakat hanya ditempatkan sebagai target penerima manfaat, bukan subyek yang
harus dihormati dan memegang posisi kunci pembangunan secara partisipatif.
~ Sedangkan pembangunan desa terpadu hanya memadukan aspek-aspek sektoral, tetapi
tidak memadukan agenda pembangunan dengan desentralisasi dan demokratisasi.
Pembangunan yang ada berjalan di dalam tata kelola pembangunan yang penuh dengan

praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain,

A. 3.3. Mopdernisasi, Negaranisasi, dan Marginalisasi Desa

Pemerintah Orde Baru menempatkan isu desentralisasi pemerintahan
daerah/desa setelah atau bahkan di bawah agenda konsolidasi politik dan
;;embangunan. Pada tahun 1974 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5
tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang betul-betul merupakan
versi Orde Baru, yakni undang-undang itu merupakan instrumen untuk memperkuat
birokratisasi, otoritarianisme, sentralisasi dan pembangunan. Undang-Undang itu
bukanlah kebijakan yang berorientasi pada desentralisasi untuk memperkuat otonomi
daerah atau membentuk pemerintahan daerah, melainkan berorientasi pada
pembentukan pemerintahan pusat yang bekerja di daerah. Ini bisa dilihat begitu
kuatnya skema dekonsentrasi (desen